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Abstrak

Kegiatan operasi dari suatu organisasi seharusnya tidak hanya berfokus kepada memperoleh
keutungan yang tinggi, tetapi harus juga dapat memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan
lingkungan sebagai salah satu bentuk bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatannya.
Tanggungjawab tersebut dikenal juga dengan Corporate Social Responsilbity (CSR) dan diatur di
dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas,
tetapi sangat disayangkan pengaturan terkait dengan pertanggungjawaban tersebut masih belum
secara lengkap di atur terkait dengan sanksi di dalam pelanggarannya. Oleh karena itu, dalam
mengkaji hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan
menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan pendekatan
konseptual. Adapun, kesimpulkan yang didapatkan adalah harus dilakukan perincian regulasi
baru yang di dalamnya memuat sanksi-sanksi apa saja yang kedepannya dapat diterapkan secara
terperinci dan jelas apabila tidak dilakukannya Corporate Social Responsibility (CSR) ini demi
bentuk suatu kepastian hukum.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pertanggungjawaban
Korporasi.

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi
yang diakibatkan oleh perkembangan
zaman menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi terhadap kemajuan dari
suatu  kegiatan operasi maupun
perusahaan di dalam menjalankan
usahanya. Apabila melihat kembali

kepada hal ini, seharusnya terdapat
banyak hal yang dapat menjadi
pertimbangan dan diperhatikan oleh
suatu perusahaan di dalam menjalankan
usaha. Di dalam menjalankan
kegiatannya, tuntutan terhadap suatu
perusahaan juga semakin meningkat,
sehingga suatu perusahaan diharuskan
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untuk dapat tidak hanya berfokus
kepada keuntungan yang tinggi, tetapi

juga harus dapat memperhatikan
kesejahteraan masyarakat dan
lingkungan.

Menurut Archie B. Carrol, selain
bertanggungjawab untuk memperoleh
keuntungan, mematuhi peraturan dan
bentindak baik; Perusahaan akan
bertanggungjawab dalam memberikan
kontribusi agar manfaat dari kegiatan
usaha yang dijalankan dapat dirasakan
oleh masyarakat sekitar (Fahmi, 2015).
Bentuk tanggungjawab dari suatu
perusahaan untuk dapat memperhatikan
kondisi masyarakat dan lingkungan
sekitar disebut juga dengan Coporare
Social Responsibility (CSR). Adapun,
faktor pendorong dari lahirnya konsep
CSR ini dikarenakan kecenderungan dari
para pelaku usaha yang kurang
memperdulikan masyarakat dan
lingkungan sekitar (Suharto, 2007).

Penerapan konsep CSR ini jika
dapat diterapkan dengan baik nantinya
akan dapat juga memberikan dampak
baik bagi keberlangsungan usaha yang
dijalankan oleh perusahaan dalam
menjaga sebuah reputasi dan
penanganan dalam sebuah penilaian (H.
Hashim, 2005). Sebagai salah satu
instrumen  pendukung di dalam
melaksanakan CSR diatur dalam Pasal 1
angka 3 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(UU PT). Lahirnya regulasi perundang-
undangan tersebut menjadikan
pelaksanaan CSR bukan merupakan
bersifat sukarela, melainkan sebuah
bentuk kewajiban hukum yang nantinya
akan disertai sanksi apabila tidak
dilaksanakan. Indonesia sebagai sebuah
negara hukum (rechtsstaat) menjadikan
sebuah regulasi peraturan perundang-
undangan sebagai sebuah pedoman
dalam  segala  aspek  kehidupan
bermasyarakat agar dapat memberikan
manfaat dan sebagai bentuk suatu
kepastian hukum.
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Di dalam menjalankan suatu
aturan apabila tidak dilaksanaan atau
tidak berjalan dengan baik tentu akan
mendapatkan konsekuensi dari bentuk
pertanggungjawaban berupa sanksi.
Namun, di dalam UU PT tidak mengatur
mengenai hukuman apa saja bagi setiap
perusahaan yang tidak menjalankan CSR,
sebagaimana hal tersebut merupakan
bentuk kewajiban. Adapun, di dalam
Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perseoran
Terbatas (PP TJSL) di dalamnya hanya
menyebutkan jika perusahaan-
perusahaan yang tidak melakukan CSR
akan dikenakan hukuman dengan
menyesuaikan kepada kebijakan
undang-undang, sehingga dalam hal ini
terdapat suatu ketidakpastian hukum
akan sanksi terhadap perusahaan-
perusahaan yang tidak memenuhi
kewajiban CSR nantinya. Oleh karena itu,
penulis ingin mengkaji lebih lanjut untuk
membahas mengenai “Penerapan Sanksi

Corporate Social Responsibility
Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia”.
METODE PENELITIAN

Penulisan ini dilakukan dengan
menggunakan metode penelitian

normative dengan bersumber kepada
data sekunder yang didapatkan melalui
studi kepustakaan berupa buku, undang-
undang, putusan hakim, dan berbagai
gagasan hukum (Marzuki, 2013).
Pengunaan metode penelitian tersebut
selain bersandar Kkepada nilai-nilai
hukum yang terdapat di dalam undang-
undang maupun kehidupan masyarakat,
tetapi juga berfokus kepada kesesuaian
sebuah peraturan lainnya dengan hirarki
(Ali, 2009).

Sifat penelitian yang
diaplikasikan di dalam penulisan ini
bersifat preskriptif dengan memberikan
respon terhadap permasalahan yang
dihadapi untuk menciptakan suatu
gagasan melalui hasil riset yang telah
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diperoleh dengan menggunakan
pendekatan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual
(Marzuki, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada dasarnya, CSR merupakan
sebuah bentuk kesepakatan perusahaan
dalam  memberikan  kesejahteraan
kepada masyarakat melalui kegiatan
usaha maupun peran dalam sumber daya
perusahaan (Solihin, 2009). Di dalam UU
PT, isitlah CSR dikenal juga dengan T]SL
yang merupakan kesepakatan suatu
badan usaha untuk ikut membangun
perekonomian dalam menambah mutu
hidup maupun lingkungan yang berguna
bagi badan usaha serta kelompok dan
masyarakat di sekitarnya. Adapun,
pelaksanaak  praktik CSR  dapat
dilaksanakan melalui 6 (enam) program,
yaitu:
a. Melakukan promosi kegiatan
sosial
b. Melakukan
kegiatan sosial
c. Melakukan pemasyarakatan
korporasi
d. Melakukan kegiatan
filantropi perusahaan
e. Membentuk pekerja sosial
masyarakat dengan ikhlas
f. Melakukan praktik usaha
dengan pertanggungjawaban
sosial.

pemasaran

Adapun, terkait dengan
pelaksanaan CSR ini diakomodasikan
dengan diatur ketentuannya di dalam UU
PT sebagai sebuah betuk kewajiban yang
harus dapat dipertanggungjawabkan
sebagai bentuk manifestasi kepedulian
terhadap tanggung jawab sosial dari
perusahaan (Widjaja & Yani, 2006). Oleh
karena itu, apabila suatu kewajiban tidak
dilaksanakan, maka tentunya terdapat
sebuah sanksi sebagai sebuah bentuk
pertanggungjawaban yang harus dapat
dipenuhi bagi pihak perusahaan yang
lalai.
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Di dalam Pasal 7 PP T]JSL,
di dalamnya menyebutkan bahwa bagi
sebuah badan wusaha yang tidak
memenuhi tanggungg jawab sosial dan
lingkukan maka akan dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan di dalam
peraturan perundang-undangan. Melihat
kepada regulasi tersebut, dapat secara
jelas terlihat bahwa pengaturan terkait
dengan sanksi terhadap pihak yang lalai
tidak diatur secara jelas. Apabila menilik
kembali kepada regulasi lainnya, seperti
di dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(UU PM), secara spesifik di dalam Pasal
34 ayat (1) di dalamnya menyebutkan
bahwa bagi badan usaha maupun usaha
perseorangan yang tidak memenuhi
kewajiban dalam melakukan CSR atau
yang dikenal dengan istilah lain TJSL
dapat dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. Peringatan tertulis
b. Pembatasan kegiatan usaha
c. Pembekuan kegiatan usaha
dan/atau fasilitas modal, atau
d. Pencabutan kegiatan usaha
dan/atau fasilitas penanaman
modal.

Sanksi administratif ~ yang
nantinya diberikan tersebut merupakan
bentuk represif dari pemerintah
terhadap warga negara sebagai bentuk
perintah atau larangan yang diatur oleh
perundang-undangan yang dikeluarkan
oleh administrasi negara (Raharja,
2013).

Dalam hal ini, dapat dinilai
terdapat suatu kekosongan hukum
terhadap diaturnya sanksi bagi suatu
badan usaha yang mengabaikan untuk
melaksanakan kewajiban CSR. Oleh

karena itu terdapat beberapa
permasalahan sebagai urgensi dari
pemberian sanksi terhadap

permasalahan terkait sebagai berikut:
a. Baik di dalam UU PT maupun
UU PT tidak teradapat
kejesalan di dalam
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perumusan  sanksi  yang dalam menjalankan CSR. Tidak hanya itu,
diberikan, sehingga dapat pemberian sanksi pidana seperti pidana
menimbulkan suatu denda dengan disertai pidana tambahan
ambiguitas dalam lainnya juga dapat diberlakukan demi
pengambilan interpretasi memberikan efek jera demi mewujudkan
yang dapat menyebabkan kepastikan hukum di dalam praktik

kekaburan norma di dalam
regulasi tersebut

b. Tidak terdapat suatu
pedoman dasar dalam
pemberian sanksi hukum

c. Sanksi administratif yang
terdapat di dalam UU PM
dinilai kurang dapat
memberikan efek jera. Hal ini
dikarenakan sanksi
administratif bersifat
repatoir-condematoir  yang

prosedurnya dilakukan tanpa
melalui pengadilan (Susanto,

2019), sedangkan apabila
dapat  diberikan  sanksi
berupa sanksi pidana

nantinya dapat bersifat lebih
memaksa, dan
d. Penggunaan istilah CSR yang

tidak konsisten, sehingga
dikhawatirkan akan
berpotensi menjadi
multitafsir. Hal ini dapat
ditunjukan dengan

penggunaan istilah CSR di
dalam UU PT, sedangkan di
dalam UU PM digunakan
istilah TJSL

Melihat kepada permasalahan-
permasalahan tersebut, maka suatu
hukum yang tidak mampu memberikan
cerminan sebagai nilai kepastian hukum

akan kehilangan pemaknaan
dikarenakan tidak dapat menjadi
pedoman maupun dasar bagi
masyarakatnya (Wantu, 2007). Dengan
demikian, maka diperlukannya

melakukan revisi baik terhadap UU PT
maupun UU PT agar di dalamnya dapat
mencantumkan kategori sanksi-sanksi
apa saja yang nantinya dapat diberikan
kepada pihak-pihak usaha yang lalai
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pelaksanaan perundang-undangan
sebagai pedoman dasar di dalam negara
hukum.

SIMPULAN

Pemberlakuan CSR di Indonesia
bukan merupakan suatu hal yang
bersikap sukarela, melainkan sebuah
keharusan sebagai sebuah bentuk
tanggungjawab. Oleh karena itu, terdapat
suatu kewajiban yang harus dipatuhi
oleh perusahaan sebagaimana yang diatu
dalam UU PT, UU PM dan PP TJSL.
Namun, sangat disayangkan
sebagaimana sebuah kewajiban harus
dapat menyertakan sanksi di dalamnya
sebagai bentuk prefentif dan ancaman
agar tidak terdapat pihak-pihak yang
melanggar hal tersebut, tetapi di dalam
undang-undang terkait belum mengatur
dan menyebutkan terkait dengan sanksi-
sanksi apa saja yang nantinya akan
diberlakukan bagi perusahaan yang tidak
melaksanakan CSR. Tidak hanya itu,
penggunaan istilah yang tidak konsisten
dan pemberian sanksi administratif juga
dinilai dapat berpotensi tidak efektif
dalam menegakkan kewajiban tersebut
secara konsisten.

Saran
Melihat kepada wurgensi dari
permasalahan yang terkandung di dalam

penulisan ini, maka telah terdapat
beberapa saran yang dirumuskan
sebagai berikut:

1. Memastikan klasifikasi
penggunaan istilah CSR agar
tidak terjadi ambiguitas
dalam penilaian makna di
dalam regulasi terkait, baik di
dalam UU PT maupun UU PM.
Apabila hal tersebut akan
diberikan sebagai bentuk
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kategori yang berbeda, maka Widjaja, G & Yani, A (Eds). Perseroan
dapat dibentuk suatu regulasi Terbatas. (2006). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

tersendiri secara spesifik bagi
masing-masing kategori;

2. Pemerintah dapat melakukan
revisi baik pada UU PT, UU PM
dan PP TJSL untuk dapat
menyebutkan sanksi-sanksi
yang dapat diterapkan di
dalamnya apabila terdapat
perusahaan yang lalai tidak
menjalankan CSR.
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